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	Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking berdasarkan putusan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Perdagangan orang merupakan kejahatan terorganisir dan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Maraknya kasus human trafficking menimbulkan keprihatin tersendiri bagi masyarakat.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dan sifatnya deksriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari buku, jurnal, pendapat ahli dan lain-lain. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi pusaka. Analisis Data adalah data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif kemudian diolah dan dihubungkan dengan berbagai data yang ada sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang bermakna. Faktor penyebab human trafficking terjadi salah satunya akibat dari kemiskinan yang rentan mempengaruhi seseorang terjerumus dalam perdagangan orang. Tingginya angka kejahatan human trafficking menunjukkan belum seriusnya upaya pemerintah terhadap pelaksanaan perlindungan bagi korban human trafficking. Penegakan hukum yang dianggap masih kurang tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Kejahatan perdagangan orang adalah kejahatan terorganisir dan seluruh pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. Penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diperkuat dengan dikeluarkannya Keppres RI Nomor 69 Tahun 2008. Kebijakan hukum terhdap pelaku human trafficking berdasarkan putusan nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn menggunakan pendekatan penal yang merupakan pengaplikasian sarana hukum pidana dalam teori penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan yakni penerapan hukum pidana.

Kata kunci: kejahatan, tindak pidana, human trafficking.

Abstract
This study aims to determine law enforcement against perpetrators of the crime of human trafficking based on decision Number: 3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Trafficking in persons is an organized crime and an act that is contrary to human dignity. The rise of cases of human trafficking raises its own concerns for the community. The type of research used is juridical-normative research and descriptive-analytic in nature. Sources of data used in this study is secondary data, obtained from books, journals, expert opinions and others. The data collection technique used in this research is using heritage studies. Data analysis is data obtained and then analyzed qualitatively. The data obtained in qualitative research is then processed and connected with various existing data so that it becomes a meaningful conclusion. One of the factors that cause human trafficking to occur is the result of poverty which is vulnerable to influencing someone to fall into human trafficking. The high number of human trafficking crimes shows that the government's efforts have not been serious in implementing protection for victims of human trafficking. Law enforcement is considered to be still not firm enough to provide a deterrent effect to perpetrators. The crime of trafficking in persons is an organized crime and all perpetrators have different roles. Law enforcement in Law Number 21 of 2007 is strengthened by the issuance of Presidential Decree Number 69 of
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2008. Legal policy against human trafficking perpetrators based on decision number 3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn uses a penal approach which is the application of criminal law tools in theory law enforcement and crime prevention, namely the application of criminal law.
Keywords: crime, criminal act, human trafficking
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PENDAHULUAN
Menurut kodratnya manusia memiliki hak yang sama melekat tanpa terkecuali pada diri orang tersebut. Seperti hak untuk hidup, hak terbebas dari penindasan dan hak secara universal lainnya yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia berarti hak yang telah ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan untuk kemanusiaan. Hak asasi manusia juga merupakan hak dasar seluruh manusia sebagai anugerah yang sifatnya kodrati, universal, abadi dan berhubungan dengan harkat dan martabat manusia, dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, agama, ras, status sosial, kewarganegaraan, pandangan politik dan lain sebagainya.(Nuraeny, 2012) Hak asasi manusia dijamin oleh setiap negara melalui aparaturnya untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya.(Abdullah, 2017)
Keberadaan hukum sangat berperan penting di tengah masyarakat yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, sejahtera dan berkeadilan dalam mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang diberlakukan di Indonesia. Dalam buku hukum pidana dikenal adanya tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh Undang-Undang dilarang disertai ancaman pidana pada siapan saja yang melanggar aturan tersebut. Wadah tindak pidana tersebar luas dalam berbagai perundang-undangan. (Chazawi, 2002)
Tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking adalah merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi di Indonesia. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir baik dalam negeri dan antar negara. Sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan.
Perdagangan orang adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, menerima dan memindahkan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
 (
http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss
mahesainstitut@gmail.com
)Berdasarkan pengertian dari defenisi di atas, dapat dipahami perdagangan orang mengandung 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya Tindak Pidana Perdagangan
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Orang, yakni: 1). Unsur proses yang meliputi merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan dan menerima seseorang, 2). Unsur cara menjamin proses dapat terlaksana yang meliputi ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, 3). Unsur tujuan meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi dengan cara-cara seperti yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO.(Agus, 2018; Sherly, 2018)
Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO disebutkan bahwa perempuan dan anak adalah yang menjadi korban perdagangan orang dan hal itu telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan secara terorganisir maupun tidak terorganisir. Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang dianggap baru dalam sistem hukum Indonesia sekalipun bentuk perbuatannya sudah lama ada. Hal ini dikarenakan UU PTPPO baru disahkan oleh pemerintah yaitu melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan diundangkan pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 58.(Nuraeny, 2016) UU PTPPO merupakan upaya memberikan perlindungan hukum secara langsung atau tidak langsung kepada korban dan atau mencegah adanya calon korban di kemudian hari.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai norma dan kaidah yang merupakan patokan berperilaku dalam masyarakat.(Efendi, 2018) Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Data sekunder adalah yang diperoleh yaitu bahan pustaka yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, putusan Pengadilan Negeri Medan, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi pustaka. Penelusuran bahan pustaka seperti hasil penelitian, literatur dan jurnal ilmiah. Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif adalah merupakan metode penelitian yang dilakukan meneliti
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bahan kepustakaan dan data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Kemudian data dianalisis menggunakan metode induktif, didasarkan studi cara berfikir pada fakta-fakta yang bersifat umum dan dilanjutkan menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Human Trafficking
Istilah tindak pidana diketahui merupakan terjemahan dari starfboarfeit. Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan secara jelas mengenai starfboarfeit namun, tindak pidana disebut sebagai delik yang berasal dari bahasa Latin yaitu delictum. Delik dalam kamus hukum memiliki pembatasan, sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana).(Sudarsono, 2007) KUHP mengklarifikasi tindak pidana dalam 2(dua) bagian besar yaitu, dalam buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran.(Ilyas, 2012) Trafficking merupakan perdagangan illegal terhadap manusia untuk tujuan komersial eksploitasi, kerja paksa dan eksploitasi seksual.
Kejahatan perdagangan orang juga merupakan kejahatan yang terorganisir dan seluruh pelaku perdagangan orang tersebut memiliki peran yang berbeda-beda. Ada beberapa yang perlu diyakini dalam sebuah kejahatan terorganisir ini, yaitu: (Zakiri;Mahfud, 2017) a). Bersifat trans-nasional dan global, b). Terlibat dalam jaringan yang luas dan sistematik, c). Menggunakan teknologi tinggi.
Human trafficking atau lebih dikenal dengan perdagangan orang perempuan dan anak merupakan segala tindakan pelaku perdagangan orang yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, melakukan perekrutan dalam daerah atau negara, penerimaan, pindah tangan, pemberangkatan dan penampungan sementara.
Salah satu faktor yang menjadi penyebab human trafficking terjadi adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab terpenting dari ketidakberdayaan dan kerentanan dalam perdagangan orang serta masalah dalam keluarga juga merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang terjerumus dalam perdagangan orang. Fakta lain
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juga menyebutkan bahwa kurangnya memperoleh pendidikan juga mempengaruhi terjadinya perdagangan orang tersebut. Faktor penyebab lainnya adalah bencana alam, krisis ekonomi, perang dan konflik politik. (Prakoso;Nurmalinda, 2008)
Akibat kemiskinan mereka berusaha memperbaiki perekonomian dengan mencari kerja. Alih-alih mendapatkan pekerjaan tetapi, mereka malah diperjualbelikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmad di Jawa Timur, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan perempuan dan anak adalah: (Rachmad, 2003) a). Kesulitan ekonomi, b). Keluarga tidak harmonis, c). Menikah atau cerai pada usia dini, d). Korban pelecehan seksual, e). Korban perkosaan, f). Terbatas kesempatan kerja, g). Terpengaruh oleh anak lain yang sukses di beragam pekerjaan antara lain dipenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara diancam dan korban biasanya ditemani bekerja di rumah makan, konveksi dan pembantu rumah tangga, h). Supaya datang ke desa atau kota dan mempengaruhi orangtua menyuruh anaknya bekerja tanpa mengatakan jenis pekerjaannya, i). Terkadang agen memberikan hutang kepada orangtua untuk kemudian akan dibayar anaknya setelah bekerja. (Bastianto, 2017)
Di beberapa negara miskin dan berkembang kemiskinan diyakini sebagai salah satu faktor pemicu banyaknya korban trafficking. Perempuan dan anak dijadikan komoditas dalam menanggulangi kesulitan ekonomi. Perdagangan orang merupakan kejahatan terorganisir dengan rapi bahkan sudah masuk dalam jaringan perdagangan internasional didukung oleh sarana dan prasarana modern serta sumber dana yang relatif tinggi.
Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah melakukan pengesahan peraturan perdagangan orang tanggal 19 April 2007 yakni dalam lembaran negara nomor 58, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Nomor 21 Tahun 2007. Undang-Undang ini merupakan produk hukum yang cukup kompherensif karena tidak hanya mempidanakan perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia tetapi juga mengatur tentang pemberian bantuan kepada korban secara menyeluruh serta peran masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan penanganan kasus, Undang-Undang ini juga merupakan pencerminan standar internasional.(Farhana, 2010)
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Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking
Praktek perdagangan merupakan kejahatan yang sangat mengancam kehidupan masyarakat umum terutama orang-orang rentan berpenghasilan rendah dan berpendidikan rendah.(Septiadi; Sopoyono, 2019) Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara bijaksana dengan memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. (Sapriyani, 2020) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai wujud bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang dengan memberi sanksi kepada pelaku dan defenisi khusus telah dicantumkan dalam KUHP. Kualifikasi hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dan pertanggungjawaban pidana dan ancaman pidananya telah diatur dalam UU PTPPO, sebagai berikut: 1). Kualifikasi tindak pidana, pengaturan dalam UU TPPO disebutkan pada tiap-tiap pasal tidak perlu adanya pengaduan dari pihak korban dalam proses penuntutan. Dengan demikian, dapat dikategorikan sebagai delik biasa yang mana perbuatan pelaku dapat dituntut tanpa adanya aduan dari korban yang dirugikan. Pengaturan delik dalam UU TPPO Pasal 2 ayat (1), Pasal 3-6, Pasal 9-12, Pasal 19-24 termasuk pada delik formil.
Selanjutnya Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2008 tentang Tata Cara Pencengahan, Penanganan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan kemudian pembentukan rencana aksi nasional penghapusan perdagangan orang bagi perempuan dan anak.(Kamea,2016)
Berdasarkan Pasal 58 UU nomor 21 tahun 2007, Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi memiliki tujuan mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam Keputusan Presiden nomor 69 tahun 2008 menyebutkan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO merupakan lembaga koordinatif yang memiliki fungsi mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 dalam rangka penguatan tugas dan fungsi, penguatan kelembagaan dan struktur organisasi dan

mekanisme kerja melalui koordinasi antar gugus tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.(Chandrawati, 2020)

Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking Berdasarkan Putusan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Perbuatan atau tindakan human trafficking merupakan perbuatan yang berlawanan dan bertentangan dengan hak asasi manusia, maka perbuatan human trafficking ini wajib dihapuskan. Dalam wujud perlindungan terhadap korban dengan memberi sanksi yang berat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pengertian yang lebih khusus. Kualifikasi tindak pidana dalam UU TPPO tidak memuat penegasan dalam tiap- tiap pasalnya.(Efendi, 2013) Dalam tiap pasalnya tidak dijelaskan perlunya pengaduan dari pihak korban dalam proses penuntutan maka, dapat dikategorikan UU TPPO sebagai delik biasa. Pengaturan delik formil terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
12, 19, 20, 21 ayat (1), 22, 23 dan 24 UU TPPO sementara delik campuran atau yang
memuat unsur formil dan materil terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), 7 ayat (1), 7 ayat (2),
21 ayat (2) dan 23 ayat (3).(Nuraeny, 2013)
Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 2-5, 9 dan 19 tidak disebutkan secara jelas di dalam UU TPPO unsur sengaja ataupun kealpaan. Namun, disebutkan unsur “untuk tujuan”, ”dengan maksud”, ”untuk mempermudah”, dengan demikian unsur tersebut merupakan suatu kesengajaan pelaku untuk dicapai. Sanksi pidana secara tegas menggunakan perumusan pidana kumulatif yakni kedua sanksi pidana dan denda sehingga Hakim diberi keleluasaan dalam pemberian pidana terhadap pelaku.
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)[image: ]Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan ini didasarkan pada kesalahan dengan pertimbangan implikasi hukum dan dampak sosial bagi masyarakat. Upaya penegakan hukum kasus TPPO di Wilayah Kota Medan merupakan penerapan secara Penal. Pendekatan penal merupakan pengaplikasian sarana hukum pidana dalam teori penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan yakni penerapan hukum pidana. Upaya penal ditinjau dari UU Nomor 21 tahun 2007 dalam penanggulangan perbuatan kejahatan dilakukan dengan hukuman sanksi pidana bagi para pelakunya. Upaya hukum yang dicapai dengan jalur penal bersifat memberantas dan menumpas segala bentuk kejahatan tindak pidana human trafficking di kota Medan.
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SIMPULAN
Kejahatan perdagangan merupakan kejahatan yang terorganisir dan seluruh pelaku perdagangan orang tersebut memiliki peran yang berbeda-beda. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya TPPO salah satunya adalah kemiskinan, kurang mendapat pendidikan, masalah ekonomi, bencana alam, sehingga membuat korban dengan mudah diperdaya oleh pelaku kejahatan perdagangan orang. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 termasuk pertanggungjawaban pidananya, kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Keppres RI Nomor 69 Tahun 2008 tentang tata cara pencegahan TPPO sebagai wujud penyempurnaan dari Peraturan Keppres Nomor 88 Tahun 2002. Kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana human trafficking berdasarkan putusan nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn menggunakan pendekatan penal yang merupakan pengaplikasian sarana hukum pidana dalam teori penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan yakni penerapan hukum pidana.
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